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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung 

Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, 

dan kegiatan pembangunan perikanan dan peternakan  di Kabupaten Lampung 

Timur baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan ini mengacu kepada 

kebutuhan dan permasalahan pembangunan Perikanan dan Peternakan di 

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, 

dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum 

didalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana 

yang diarahkan dalam RPJPD maupun Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan 

2021- 2026. 

Upaya peningkatan hasil pembangunan bidang Perikanan dan Peternakan 

harus terus ditingkatkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan yang terarah, agar seluruh sumberdaya yang terbatas dapat 

dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Salah satu hal pokok yang dibutuhkan 

untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian 

pembangunan dengan berlandaskan pada potensi dan tantangan pembangunan yang 

dihandal melalui suatu perencanaan strategis. Dengan perencanaan kerja (RENJA) 

maka proses perencanaan dapat dilakukan dengan sistematik dan berkelanjutan 

dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya wawasan antisipatif, 

mengorganisasikan secara sistematis sumberdaya yang tersedia dan usaha-usaha 

melaksanakan keputusan dan mengukur hasil melalui proses umpan balik. 

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung merupakan 

dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi dinas untuk menyusun program 

dan kegiatan tahun berikutnya sebagaimana tertuang dalam RAPBD. 
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1.2 Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 adalah : 

 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia, Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia TAhun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 06); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 – 

2025; 

12. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021 – 

2026; 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, dimaksudkan untuk menjadi kerangka 

acuan penyusunan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. 

Tujuan penyusunan Renja tahun 2025 ini, antara lain: 

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi fungsi pemerintah 

daerah dan pusat baik antar daerah, maupun antar waktu; 

2. Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan perikanan dan peternakan pada 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025; 

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Lampung 

Timur yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; 

4. Menjaga Kesinambungan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang 

dilaksanakan per lima tahun. 
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BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

 

Penetapan Kinerja (TAPJA) merupakan tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran, 

sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja (RENJA), 

dengan demikian penetapan kinerja rencana kerja dibuat untuk pencapaian visi, misi, tujuan 

dan sasaran melalui tindakan yang terukur serta dapat dipertanggung-jawabkan. 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 

Evaluasi Capaian Kinerja digunakan untuk melihat pencapaian sasaran dan target dari 

penetapan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 serta hasil-hasil dari 

pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, 

dengan maksud untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator 

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang 

ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih 

independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang 

terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. 

Capaian Indikator Kinerja pada level sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Dinas 

Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 yang digambarkan dalam tabel berikut : 

1. Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan 

 Indikator : Produksi Ikan (Ton) 

Pada tahun 2021 produksi perikanan budidaya sebesar 7.512,82 ton dan produksi perikanan 

tangkap  sebesar 49.303,11 ton. Total Produksi Perikanan tahun 2021 sebesar 56.815,93 ton.  

Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya sebesar 9.040,73 ton dan produksi perikanan 

tangkap sebesar 85.656,93 ton, total produksi perikanan sebesar 94.697,66 ton. Pada tahun 

2023 produksi perikanan tangkap sebesar 57.194,23 ton dan produksi perikanan budidaya 

sebesar 8.954,97 ton, total produksi perikanan menurun menjadi sebesar 66.149,20 ton. Pada 

tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar 69.308,57 ton dan data produksi perikanan 

budidaya sebesar 9.172,51 ton, Total produksi ikan sebesar 78.481,08 ton. Produksi Ikan 

Provinsi Lampung sebesar 393.033,66* Produksi perikanan Nasional sebesar 7.392.836* 
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 ton (sumber data onedata KKP). 

 

Tabel capaian kinerja untuk indikator Persentase  Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2021 - 2024 
 

 
 
 
 
  

Realisasi 

tahun 2021 

Realisasi tahun 

 2022 

Realisasi tahun 

2023 

Realisasi 

tahun 2024 

Target 

rencana 

jangka 

menengah 

Capaian 

kinerja 

 

Produksi Ikan 
(Ton)  

56.815,93 94.697,66 

 

 

66.149,20 

 

 

78.481,08 

 

 

65.423,05 119% 

 

 

Capaian kinerja Persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 119%. Capaian kinerja 

Produksi perikanan melampaui target Renstra dan telah melampaui produksi tahun 2023. 

Dinas Perikanan dan Peternakan telah melaksanakan upaya-upaya peningkatan produksi 

perikanan dengan melaksanakan kegiatan diantaranya : Kegiatan Pengelolaan Budidaya ikan 

dengan pemberian bantuan sapras budidaya air payau 4 paket (DAK), bantuan sapras 

budidaya air tawar 5 paket (DAK), jalan produksi 2 lokasi, bantuan coolbox 10 paket, 

bantuan mesin kapal 9 unit, bantuan life jacket 5 paket, dan Bedah Unit Pengolahan Ikan 

(UPI) 2 unit. Anggaran untuk mendukung produksi perikanan ini pada Program Pengelolaan 

Perikanan Tangkap sebesar Rp. 565.433.000,- realisasi 522.668.500 dan Program 

Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 4.807.408.000,- realisasi Rp. 4.145.212.765,- 
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2. Sasaran : Meningkatnya Produksi Peternakan 

Indikator : Produksi Daging  (Ton) 

Pada tahun 2021 produksi daging sebesar 36.953,7 ton.  Pada tahun 2022 produksi 

daging sebesar 42.156,57 ton. Pada tahun 2023 produksi daging sebesar 28.117,18 

ton. Pada tahun 2024 produksi daging sebesar 29.663,26 ton.  

 

Tabel capaian kinerja untuk indikator Persentase  Peningkatan Produksi Daging Tahun 2021 - 2024 
 

 
 
 
 
  

Realisasi tahun 

2021 

Realisasi tahun 

 2022 

Realisasi 

tahun 

 2023 

Realisasi 

tahun 

 2024 

 

Target 

rencana 

jangka 

menengah 

Capaian 

kinerja 

 

Produksi daging 

(Ton) 
36.953,7 42.156,57 

 
28.117,18 

 
19.663.26 19.425,00 101% 

 

Indikator : Produksi Telur  (Ton) 

Pada tahun 2021 produksi telur sebesar 27.129,597 ton. Pada tahun 2022 produksi telur 

sebesar 27.815,09 ton. Pada tahun 2023 produksi telur sebesar 33.794,95 ton. Pada tahun 

2024 produksi telur sebesar 29.424,856. Capaian kinerja produksi telur lebih rendah daripada 

tahun lalu tetapi melampaui target Renstra karena pelaku usaha peternakan unggas semakin 

banyak. Dimana terdapat sentra ayam petelur di kecamatan Purbolinggo dan pelaku inovasi 

usaha telur herbal di kecamatan Way. Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan 

pencegahan penyakit zoonosis pada unggas dengan pemberian bantuan vaksin AI kepada 

pelaku usaha peternakan unggas, pemberian bantuan itik kepada 2 kelompok dan pemberian 

bantuan ayam petelur kepada 1 kelompok. Program penyediaan dan pengembangan sarana 

pertanian dengan anggaran Rp.6.884.785.000,- realisasi 2.280.773.400,- dan Program 

pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner dengan anggaran 

Rp.100.000.000,- realisasi Rp 71.774.490,- 

 

      Tabel capaian kinerja untuk indikator Persentase  Peningkatan Produksi Telur Tahun 2021 – 2024 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

Realisasi tahun 

2021 

Realisasi tahun 

 2022 

Realisasi 

tahun 

 2023 

Realisasi 

tahun 

 2024 

 

Target 

rencana 

jangka 

menengah 

Capaian 

kinerja 

 

Produksi daging 

(Ton) 
27.129,597 27.815,09 

 

33.794,95 

 

29.424,856 27.825 105% 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang Sekretaris dan lima Kepala Bidang, 3 

(1) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala UPTD, 4 (empat) orang 

Kasubbag TU serta Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD 

Dalam pelaksanan Pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten 

Lampung Timur, kendala-kendala yang timbul dan harus menjadi bahan perhatian 

anatara lain : 

A. Sumber Daya  Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya 

peningkatan kualitas dan kuantitas baik dari unsur aparatur, peternak, petani 

ikan dan nelayan sebagai pelaksana kegiatan sehingga sulit melakukan 

trasnformasi alih teknologi 

B. Modal 

1. Pada Umumnya peternak, petani ikan, dan nelayan tidak memiliki modal yang 

cukup. 

2. Masih lemahnya akses pelaku bisnis Perikanan dan Peternakan terhadap 

permodalan, teknologi dan pengolahan hasil perikanan dan peternakan serta 

tata niaga pemasaran hasil perikanan yang masih terlalu panjang. 

 

C. Komoditas Peternakan dan Perikanan  

1. Ketersediaan benih ikan yang belum memenuhi 5 syarat tepat, yaitu tepat 

waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat ukuran. 

2. Kualitas bibit dan produktifitas ternak di Lampung masih rendah 

3. Usaha penggemukan sapi potong masih tergantung pada bakalan impor 

4. Degradasi pantai dan rusaknya irigasi pertambakan sebagai akibat kerusakan 

hutan mangrove, kerusakan terumbu karang dan penggunaan alat tangkap 

yang dilarang. 
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5. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat membahayakan 

ekosistem perairan dan menurunkan stock populasi Sumber Daya Ikan (SDI) 

periran Umum 

6. Fluktuasi harga jual komoditas perikanan sangat tinggi, yang mengakibatkan 

timbulnya keraguan dari petani ikan/udang untuk melanjutkan usahanya. 

 

7. Ketersediaan air yang tidak sepanjang tahun sehingga proses pembudidayaan 

terutama untuk perikanan air tawar dan air payau tidak dapat dilakukan 

sepanjang tahun. 

D. Peralatan, Mesin, dan Bahan 

1. Terbatasnya Prasarana pada PPI Kuala Penet dan BBI Way Curup serta 

prasarana penangkapan seperti armada yang berukuran kecil dan jenis alat 

tangkap. 

2. Terbatasnya Prasarana dan tidak adanya operasional pada UPTD Peternakan 

Terpadu (Rumah Potong Hewan) sehingga belum bisa digunakan dengan 

maksimal. 

3. Sebagian besar peralatan dan mesin peternakan masih tergantung barang 

impor, antara lain peralatan IB, peralatan kesehatan hewan, mesin pakan dan 

budidaya ternak. 

E. Kebijakan Pemerintah 

1. Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum sehinga menimbulkan 

gangguan keamanan 

2. Pembangunan Kelautan dan Perikanan masih bersifat sektoral belum multi 

dimensi dan masih lemahnya data statistik yang mendukung 

3. Akibat belum adanya sistem penataan ruang wilayah pesisir sehingga 

peruntukan lahan berupa zonasi-zonasi belum tertata dengan baik, sering 

terjadi konflik horizontal antar sesama nelayan 

4. Pungutan retribusi di Kabupaten Lampung Timur masih dirasa berat oleh 

pelaku usaha. 

5. Ditetapkannya Kawasan Minapolitan (Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan 

Maringgai) berdasarkan SK Bupati Lampung Timur dan Kementerian 
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Kelautan dan Perikanan yang memerlukan Biaya yang tidak sedikit  baik dari 

Pemerintah Pusat maupun Daerah. 

 

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang 

telah ditetapkan. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten  Lampung Timur 

dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk 

program lima tahun ke depan. Pelaksanaannya didukung dengan beberapa usulan 

program dan kegiatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Neregi 

Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020. Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan secara 

komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan 

masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung 

aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas 

Perikanan dan Peternakan disusun melalui proses pendekatan perencanaan 

pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun 

berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (topdown – 

bottom up). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 

yang disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, 

teknokratik, partisipatif dan dilakukan secara komprehensif, terpadu dan 

menyeluruh, menghasilkan Program terkait dengan pembangunan perikanan dan 

peternakan yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

9. Program Perizinan Usaha Pertanian 

10. Program Penyuluhan Pertanian 
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BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Paradigma pembangunan perikanan dan peternakan ke depan tetap akan diarahkan 

untuk mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan (pro-poor), 

penyerapan tenaga kerja (projob), pertumbuhan (pro-growth), dan keberlanjutan (pro-

sustainability), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim 

usaha yang mendorong investasi di bidang perikanan dan peternakan (pro-business). 

Dalam kaitan ini kebijakan pembangunan perikanan dan peternakan menekankan pada 

pendayagunaan sumber daya perikanan dan peternakan untuk mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (keadilan sosial), dan terpeliharanya 

daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya 

secara seimbang 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : 

“MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG 

MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL”. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan 

menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan 

Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang 

berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; 

mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; 

dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.Sejalan dengan hal tersebut. 

Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan subsektor peternakan dengan 

mencanangkan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan 

Rakyat tahun 2015-2025 dengan cara mengoptimalkan kesejahteraan peternak, 

ketersediaan dan mutu bibit, pakan ternak, serta jaminan kesehatan dan keamanan 

produk asal ternak. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan perbibitan nasional 

untuk mendorong ketersediaan bibit dan melakukan pengawasan dalam pengadaan serta 

peredarannya secara berkelanjutan melalui Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah 
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(RPJPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 

2017 – 2020, maka dilakukan penyesuaian komponen yang terdiri dari visi, misi, tujuan 

dan sasaran yang dirumuskan dengan pengukuran kinerja melalui beberapa indikator 

kinerja utama yang pada akhirnya ditetapkan melalui Rencana Kerja (RENJA) dan 

Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025. Penyusunan 

Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 berpijak dari arah kebijakan dan 

strategi nasional dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 

Kementerian Pertanian disejalankan dengan arah kebijakan dan strategi Dinas 

Perikanan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung 

Timur yang mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan 

dan Peternakan saat ini maupun dalam lima tahun mendatang. Untuk itu arah kebijakan 

umum pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan 2021 – 2026 adalah sebagai 

berikut : 

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat 

baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan sarana dan armada penangkapan, 

peningkatan dan pengembangan usaha budidaya dan pengembangan usaha 

pengolahan dan pemasaran, peningkatan populasi peternakan, derajat kesehatan 

ternak, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi peternakan. 

2. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha untuk meningkatkan 

pendapatan pelaku usaha perikanan dan peternakan (pro poor, pro job, 

progrowth dan pro suistanability). 

3. Meningkatkan kualitas SDM dan sumber daya perikanan dan peternakan. 

4. Mengembangkan dan memperkokoh industri, pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan dan peternakan. 

5. Meningkatkan kinerja, manajerial, teknis SDM, peralatan kerja, pendataan, 

pelayanan, koordinasi dengan stake holder, sehingga dapat melaksanakan 

kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perikanan dan peternakan secara 

cepat, transparan, mudah dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima. 

6. Mendorong minat investasi perikanan dan peternakan serta kemitraan usaha 

antar pelaku usaha (pro business). 

 



13 
 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

 

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan 

dirancang secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Penyusunan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama 

dan indikator kinerja lainnya yang disejalankan dengan RPJMN, RPJPD, dan 

RENSTRA serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Lampung Timur. Tujuan dan sasaran merupakan penjelasan 

dari program prioritas serta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJPD 

Kabupaten Lampung Timur dan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan dan 

Peternakan 2021 – 2026 yang merupakan tanggung jawab Dinas Perikanan dan 

Peternakan. Melalui perumusan tujuan dan sasaran akan diperoleh pedoman dalam 

rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkandung di dalam RPJPD 

Kabupaten Lampung Timur dan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Lampung Timur 2021 - 2026. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan 

sasaran pembangunan perikanan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang 

diimplementasikan melalui program dan kegiatan harus dijabarkan secara detail 

sehingga akan diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terukur, spesifik, dan 

dapat dipertanggungjawabkan.  

 

3.3 Program dan Kegiatan 

 

Implemetasi dari pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan 

target  

yang telah diuraikan diatas dilakukan melalui tahapan penyusunan Rencana Kerja 

(RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 

melalui 5 (lima) Program pembangunan perikanan yang terdiri dari beberapa kegiatan, 

yaitu sebagai berikut : 

 

Berdasarkan permasalahan serta potensi yang ada di Kabupaten Lampung 

Timur dan Pemetaan Program, Kegitatan dan Sub Kegiatan bedasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

➢ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

➢ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

➢ Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

➢ Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

3.  Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 
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➢ Sub Kegiatan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

➢ Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

4.  Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  

5.  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

➢ Sub Kegiatan penyediaan Komponen instalasi listrik/peneranganbangunan 

kantor 

➢ Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

➢ Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

➢ Sub Kegiatan penyediaan Bahan Logistik Kantor 

➢ Sub Kegiatan penyediaan barang cetak dan pengadaan 

➢ Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

➢ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

➢ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 

7. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

➢ Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 

➢ Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik  

➢ Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

➢ Sub Kegiatan penyediaa jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan 

➢ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 
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➢ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung 

kantor atau bangunan lainnya 

 

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten Kota 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Data Informasi Sumber Daya Ikan 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 

➢ Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan 

Tangkap 

2. Kegitan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 

➢ Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan 

Kelembagaan Nelayan Kecil 

3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

➢ Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) 

4. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran  

➢ Sub Kegiata Pelayanan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan 

berukuran sampai dengan 10 GT 

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil 

➢ Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil 

➢ Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan 

pebiayaan, keitraan usaha 
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➢ Sub Kegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan askes ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan 

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan 

dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 

(satu) daerah Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan 

dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya 

dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauaan pembudidayaan ikan di 

darat 

➢ Sub Kegiatan Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan 

perlindungan lahan untuk budidayaan ikan di darat 

➢ Sub Kegiatan Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan Air untuk 

Pembudidayaan ikan di darat. 

 

IV. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan 

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai, danau, 

waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 

Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, 

danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dusahakan 

dalam Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan 

ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan diusahakan dalam 

Kabupaten/Kota  
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V. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

1. Kegiatan Penerbitan  tanda daftar usaha pengelolaan hasil perikanan bagi 

usaha skala mikro dan makro 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan 

pengolahan hasil perikanan 

2. Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha 

pengelola dan pemasaran skala mikro dan kecil 

➢ Sub Kegiatan Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan/ 

standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil 

3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 

➢ Peningkatan Persediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan 

➢ Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil 

 

VI. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 

2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan 

Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

3. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 

4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 

Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 

5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang 

sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain 

VII. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

1. Pengembangan Prasarana Pertanian 

VIII. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 
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1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan pembukaan Daerah Wabah 

Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota 

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 

Daerah kabupaten/Kota 

3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam 

daerah Kabupaten/Kota 

4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

IX. Program Perizinan Usaha Pertanian 

1. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, 

Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, 

Rumah Potong Hewan 

X. Program Penyuluhan Pertanian 

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

 

Uraian Program dan Kegiatan diatas telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Dalam Neregi Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-3708 Tahun 2020 serta diselaraskan dengan Kegiatan Musrenbang dari tingkat 

kecamatan, usulan program dan kegiatan melalui Reses DPRD Kabupaten Lampung 

Timur (Jaring Aspirasi Masyarakat) dan beberapa usulan dari masyarakat melalui 

proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.  Dari uraian Program dan 

Kegiatan diatas, terlihat secara detail Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan 

Peternakan Tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 55 (Lima puluh tiga) 

Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator 

Kinerja Utama (IKU) pada level sasaran beserta target yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan RENJA Tahun 2025. 
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BAB IV 

 

PENUTUP 

 

 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 ini adalah usulan Rencana Kinerja dalam rangka fasilitasi pembangunan 

Perikanan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Renstra 

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur 2021 - 2026, dalam menunjang 

tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur serta Target dan Sasaran 

Pembangunan Perikanan Nasional yang ditetapkan melalui SKPD Dinas Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Lampung Timur. Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Lampung Timur merupakan dokumen perencanaan kinerja pembangunan tahunan, sebagai 

bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan kelautan dan 

perikanan yang bersumber anggaran dari APBD, APBD P, dan  Dana lainnya Tahun 

Anggaran 2025. 

Dalam penyusunan renja telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, 

Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, rancangan awal 

RKPD, usulan program dan kegiatan melalui Reses DPRD Kabupaten Lampung Timur 

(Jaring Aspirasi Masyarakat) dan beberapa usulan dari masyarakat melalui proposal serta 

usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Yang menjadi bahan penyusunan dalam 

penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang 

dialokasikan untuk pembangunan  perikanan di Kabupaten Lampung Timur. Apabila tersedia 

anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan 

target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran 

tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak 

akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. 
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Dengan adanya Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025, maka penetapan 

prioritas pembangunan Perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi 

akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan 

sinergis serta berkelanjutan. 
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MATRIKS RENJA 2025 

 

KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) 

RENCANA TAHUN 2023 

CATATAN 
PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 
2025 

LOKASI 
TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA/PAGU 
INDIKATIF 

SUMBER 
DANA 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA/PAGU 
INDIKATIF 

                      
  

    

    
      Urusan Pemerintah Pilihan        Rp           13.799.829.923    

  

   Rp                
53.555.100.000  

  01       Urusan Pemerintahan Bidang 
Kelautan dan Perikanan 

       Rp           13.799.829.923    

  

   Rp                
52.255.100.000  

  

01 01 

    Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 

Terlaksananya tertib administrasi 
dan kinerja pemda sesuai aturan 
dan tercapainya sasaran program 
penunjang pemerintah Daerah 

     Rp            9.742.421.923    

  

   Rp                  
9.265.000.000  

  01 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

     Rp                 90.000.000    

  

   Rp                    320.000.000  

    

01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 
perangkat daerah 

Kab. 
Lampung 

Timur 

4 Dokumen  Rp                 40.000.000  APBD 

  

4 Dokumen  Rp                      50.000.000  

    01 2.01 02 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-
SKPD 

Jumlah Dokumen RKA APBD SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

2 Dokumen  Rp                 10.000.000  APBD 

  

1 Dokumen  Rp                      50.000.000  

    01 2.01 03 Koordinasi dan penyusunan dokumen 
perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA 
APBD SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

2 Dokumen  Rp                               -  APBD 

  

1 Dokumen  Rp                      50.000.000  

    01 2.01 04 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-APBD SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

2 Dokumen  Rp                 10.000.000  APBD 

  

1 Dokumen  Rp                      35.000.000  

    01 2.01 05 Koordinasi dan penyusunan Perubahan 
DPA- SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
APBD SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

2 Dokumen  Rp                               -  APBD 

  

1 Dokumen  Rp                      35.000.000  
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    01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 Laporan  Rp                 15.000.000  APBD 

  

36 Dokumen  Rp                      50.000.000  

    01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 Laporan  Rp                 15.000.000  APBD 

  

6 Dokumen  Rp                      50.000.000  

    01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Dokumen dan Laporan Keuangan 
Perangkat Daerah 

     Rp            7.762.043.923    
  

   Rp                  
6.200.000.000  

    01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima gaji 
dan tunjangan ASN 

Kab. 
Lampung 

Timur 

80 Orang/bulan  Rp             7.229.643.923  APBD 

  

33 Orang  Rp                  
5.500.000.000  

    01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Kab. 
Lampung 

Timur 

20 Dokumen  Rp               432.400.000  APBD 

  

22 Orang  Rp                     
450.000.000  

    01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  

Kab. 
Lampung 

Timur 

6 Dokumen  Rp                 70.000.000  APBD 

  

6 Jenis  Rp                      50.000.000  

    01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

12 Dokumen  Rp                 10.000.000  APBD 

  

4 Orang  Rp                      50.000.000  

    01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 Laporan  Rp                 10.000.000  APBD 

  

1 Dokumen  Rp                      50.000.000  

    01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 
Pemeriksaan  

Kab. 
Lampung 

Timur 

2 Dokumen  Rp                 10.000.000  APBD 

  

3 Dokumen  Rp                      50.000.000  

    01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan koordinasi 
penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

18 Laporan   APBD 

  

26 Dokumen  Rp                      50.000.000  

    01 2.03   Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Dokumen Administrasi Barang Milik 
Daerah 

     Rp                 67.500.000    

  

   Rp                     
120.000.000  
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      2.03 05 Rekonsiliasi dan penyusunan laporan 
barang milik daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

12 Laporan  Rp                 10.000.000  APBD 

  

12 Laporan  Rp                      50.000.000  

      2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Dearah pada SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 Laporan  Rp                 57.500.000  APBD 

  

3 Orang  Rp                      70.000.000  

    01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Dokumen Administrasi Kepegawaian       Rp                   8.500.000    

  

   Rp                     
250.000.000  

      2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Pelaksanaan Sistem Informasi 
Kepegawaian 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 Dokumen  Rp                   8.500.000  APBD 
  

1 dokumen  Rp                      50.000.000  

      2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan 
fungsi yang mengikuti pendidikan dan 
pelatihan  

Kab. Lampung 
Timur 

20 Orang  Rp                               -  APBD Rencana Aksi 
Pengembangan 
SDM 

20 Orang  Rp                     200.000.000  

    01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah Kebutuhan Logistik Kantor      Rp               262.000.000    

  

   Rp                    365.000.000  

      2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang disediakan 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 paket  Rp                   5.000.000  APBD 

  

3 Buah  Rp                     
100.000.000  

      2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kator yang disediakan 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 paket  Rp                 20.000.000    

  

    

      2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang disediakan 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 paket  Rp                 15.000.000  APBD 

  

5 Buah  Rp                      20.000.000  

      2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang disediakan 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 paket  Rp                 10.000.000  APBD 

  

12 bln  Rp                      20.000.000  

      2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Bahan Cetakan dan 
Penggandaan yang disediakan 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 paket  Rp                 20.000.000  APBD 

  

50000 
Lembar 

 Rp                      15.000.000  

      2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan yang 
disediakan 

Kab. 
Lampung 

Timur 

20 Buah  Rp                 12.000.000  APBD 

  

20 Buah  Rp                      10.000.000  

      2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Kab. 
Lampung 

Timur 

50 Laporan  Rp               180.000.000  APBD 

  

333 Kali  Rp                     
200.000.000  
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    01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Dokumen Jumlah Barang Milik Daerah      Rp                               -    

  

   Rp                    100.000.000  

      2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Meubel yang disediakan Kab. 
Lampung 

Timur 

3 unit  Rp                               -  APBD 

  

15 Unit  Rp                     
100.000.000  

    01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Pelayanan Umum Kantor      Rp            1.097.378.000    
  

   Rp                    860.000.000  

      2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Kab. 
Lampung 

Timur 

100 Laporan  Rp                   2.500.000  APBD 

  

1500 Buah  Rp                      10.000.000  

      2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
komunikasi, sumber daya air, dan 
Listrik yang disediakan 

Kab. 
Lampung 

Timur 

12 Laporan  Rp                 74.878.000  APBD 

  

6 Rek  Rp                      50.000.000  

      2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
disediakan 

Kab. 
Lampung 

Timur 

12 Laporan  Rp             1.020.000.000  APBD 

  

44 Orang  Rp                     
800.000.000  

    01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Barang milik Daerah dalam Kondisi 
Baik 

     Rp               455.000.000    

  

   Rp                  
1.050.000.000  

      2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
dipelihara dan dibayarkan pajaknya 

Kab. 
Lampung 

Timur 

35 Unit  Rp               450.000.000  APBD 

  

35 Unit  Rp                     
300.000.000  

      2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya 
yang dipelihara 

Kab. 
Lampung 

Timur 

15 Unit  Rp                   5.000.000  APBD 

  

40 Unit  Rp                      50.000.000  

      2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 unit  Rp                               -  APBD 

  

1 Paket  Rp                     
700.000.000  

3         Pemerintahan Pilihan           

  

    

3 25       Urusan Pemerintah Bidang Kelautan 
dan Perikanan 

       Rp               757.408.000    

  

   Rp                
11.400.000.000  
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3 25 03     Program Pengelolaan Perikanan 
Tangkap 

Jumlah Nelayan, Alat Tangkap dan 
Hasil Produksi Perikanan Tangkap 

     Rp                 20.433.000    

  

   Rp                  
3.700.000.000  

3 25 03 2.01   Kegiatan Pengelolaan Penangkapan 
Ikan di Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa dan Genangan Air 
lainnya yang dapat diusahakan 
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 
Kota 

Tempat Penangkapan dan Hasil 
Produksi Perikanan Tangkap 

     Rp                               -    

  

   Rp                  
2.200.000.000  

3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi 
Sumber Daya Ikan 

Jumlah Data dan Informasi Sumber 
Daya Ikan di Perairan Darat dalam 
satu Kabupaten/kota yang tersedia 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 dokumen  Rp                               -  APBD 

  

100%  Rp                     
200.000.000  

3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha 
Perikanan Tangkap 

Jumlah Prasarana Usaha Prikanan 
Tangkap yang tersedia  

Kab. 
Lampung 

Timur 

50 Unit  Rp                               -  DAK 

  

50 Unit  Rp                  
1.500.000.000  

3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana 
Usaha Perikanan Tangkap 

Jumlah Sarana Usaha Perikanan 
Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 

Kab. 
Lampung 

Timur 

200 Unit  Rp                               -  DAK 

  

50 Unit  Rp                     
500.000.000  

3 25 03 2.02   Kegiatan Pemberdayaan Nelayan 
Kecil dalam daerah Kabupaten / 
Kota 

Jumlah Data dan Informasi Sumber 
Daya Ikan 

     Rp                 20.433.000    

  

   Rp                  
1.000.000.000  

3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan 
Kecil 

Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat 
Kapasitasnya 

Kab. 
Lampung 

Timur 

20 Kelompok  Rp                 20.433.000    

  

   Rp                     
500.000.000  

3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan 
dan Pengembangan kelembagaan 
nelayan kecil 

Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang 
difasilitasi Pembentukan dan 
Pengembangan Kelembagaannya 

Kab. 
Lampung 

Timur 

20 Kelompok  Rp                               -  APBD Petani Berjaya 1000 Orang  Rp                     
500.000.000  

3 25 03 2.03   Kegiatan Pengelolaan dan 
penyelenggaraan tempat pelelangan 
ikan (TPI) 

Jumlah Data dan Informasi Sumber 
Daya Ikan 

     Rp                               -    

  

   Rp                    500.000.000  

3 25 03 2.03 02 Pelayanan penyelenggaraan tempat 
pelelanagan ikan (TPI) 

Jumlah Layanan dalam rangka 
Penyelenggaraan tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) 

Labuhan 
Maringgai, 

Way Bungur 

3 Bangunan  Rp                               -  APBD 

  

3 Bangunan  Rp                     
500.000.000  



27 
 

3 25 04     Program Pengelolaan Perikanan 
Budidaya 

Peningkatan Produksi Perikanan 
Budidaya (tonase), Jumlah 
Kelompok Pembudidaya Ikan 
(Pokdakan), Sarana dan Prasarana 
Budidaya 

     Rp               536.975.000    

  

   Rp                  
3.600.000.000  

3 25 04 2.02   Kegiatan Pemberdayaan 
Pembudidayaan Ikan Kecil 

Jumlah Kelompok Pembudidayaan 
Ikan (Pokdakan) yang terfasilitasi 
mengikuti pengembangan 
kapasitas  

     Rp                               -    

  

   Rp                  
1.100.000.000  

3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas 
Pembudidayaan Ikan Kecil 

Terlaksananya Pengembangan 
Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil 

Kab. 
Lampung 

Timur 

10 Pokdakan  Rp                               -  APBD   10 Pokdakan  Rp                     
500.000.000  

3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan 
Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Terlaksananya fasilitasi bantuan 
pendanaan, bantuan pembiayaan dan 
kemitraan usaha bagi kelompok usaha 
(pokdakan)  

Kab. 
Lampung 

Timur 

100 
pembudidaya 

 Rp                               -  APBD Rencana aksi 
pemberian 
subsidi 
asuransi bagi 
pembudidaya 

100 
pembudidaya 

 Rp                     
300.000.000  

3 25 03 2.02 04 Pemberian Pendampingan, 
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi dan Informasi, serta 
penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan 

Terpenuhinya pendampingan bagi 
Kelompok Usaha (Pokdakan) untuk 
memperoleh kemudahan akses ilmu 
pengetahuan, teknologi dan informasi, 
serta penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan 

Kab. 
Lampung 

Timur 

10 Pokdakan  Rp                 20.433.000  APBD Rencana Aksi 
Pengembangan 
SDM melalui 
Apresiasi 
Budidaya + 
Petani Berjaya 

10 Pokdakan  Rp                     
300.000.000  

3 25 04 2.04   Kegaiatan Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan 

Terpenuhinya jumlah sarana dan 
prasarana budidaya, jumlah data 
statistik budidaya yang tervalidasi, 
dan peningkatan Produksi 
Perikanan Budidaya (tonase) 

     Rp               536.975.000    

  

   Rp                  
2.500.000.000  

3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi 
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah data dan informasi 
pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 
daerah Kab/Kota (data statistik 
perikanan budidaya)  

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 Dokumen  Rp                               -  APBD 

melalui 
pengumpulan 
dan pengolahan 
data produksi 
budidaya 

100%  Rp                     
100.000.000  
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3 25 04 2.04 02 Penyediaan prasarana pembudidayaan 
ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Prasarana Pembudidayaan 
Ikan Dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota (Pokdakan)   

Kab. 
Lampung 

Timur 

8 Unit  Rp               536.975.000  DAK, 
APBD + 

Pokir 

Melalui Kegiatan 
Pemberian 
Bantuan 
Prasarana 
Untuk Kelompok 
Pembudidaya 
Ikan  

4 Kelompok  Rp                  
1.000.000.000  

3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan sarana 
pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) 
daerah Kabupaten/ Kota 

Jumlah Sarana  Pembudidayaan Ikan 
Dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota  

Kab. 
Lampung 

Timur 

10 Unit  Rp                               -  DAK + 
Pokir 

Perikanan 

Melalui Kegiatan 
Pemberian 
Bantuan Sarana 
Untuk Pokdakan 

4 Kelompok  Rp                  
1.000.000.000  

4 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan 
Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah hasil ikan dan lingkungan 
budidaya dalam 1 (satu) daerah 
Kab/Kota yang teruji melalui 
pengelolaan kesehatan ikan  

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 dokumen  Rp                               -  APBD   1 dokumen  Rp                     
400.000.000  

3 25 05     Program Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

Jumlah Kelompok Pengawas 
Perikanan 

     Rp                               -    

  

   Rp                  
1.000.000.000  

3 25 05 2.01   Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan Di Wilayah Sungai, 
Danau, Waduk, Rawa dan Genangan 
Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan 
Dalam Kabupaten / Kota 

Jumlah Kelompok Pengawas 
Perikanan Tangkap dan Budidaya 
Serta Tingkat Pengawasannya 

     Rp                               -    

  

   Rp                  
1.000.000.000  

3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan 
Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa Dan Genangan Air 
Lainnya Yang Dapat Diusahakan 
Dalam Kabupaten / Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan 
Sumberdaya Perikanan Tangkap Di 
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa 
Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat 
Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota 

Kab. 
Lampung 

Timur 

2 dokumen  Rp                               -  APBD 

  

24 
Pokmaswas 

 Rp                     
500.000.000  

3 25 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 
Pembudidayaan Ikan Di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan 
Genangan Air Lainnya Yang Dapat 
Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan 
Usaha Perikanan Bidang 
Pembudidayaan Ikan Di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan 
Genangan Air Lainnya Yang Dapat 
Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota 

Kab. 
Lampung 

Timur 

2 dokumen  Rp                               -  APBD 

  

24 
Pokmaswas 

 Rp                     
500.000.000  
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3 25 06     Program Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Perikanan 

       Rp               200.000.000    

  

   Rp                  
3.100.000.000  

3 25 06 2.01   Penerbitan Tanda Daftar Usaha 
Pengolahan Hasil Perikanan Bagi 
Usaha Skala Mikro dan Kecil 

       Rp                               -    

  

   Rp                    300.000.000  

3 25 06 2.02 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha 
Pemasaran dan Pengolahan Hasil 
Perikanan dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah data dan informasi uasaha 
pemasaran dan pengolahan hasil 
perikanan berdasarkan skala usaha 
dan risiko 

Kab. 
Lampung 

Timur 

1 dokumen  Rp                               -  APBD 

  

1 dokumen  Rp                     
300.000.000  

3 25 06 2.02   Pembinaan Mutu dan keamanan 
Hasil Perikanan Bagi Usaha 
Pengolahan dan Pemasaran skala 
Mikro dan Kecil 

Terpantaunya Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan dan Jumlah 
Konsumsi Ikan Perkapita 

     Rp                               -    

  

   Rp                    200.000.000  

3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan 
Penerapan Persyaratan / Standar 
Pada Usaha Pengolahan dan 
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 

Jumlah Unit usaha pengolahan dam 
pemasaran hasil perikanan yanag 
mendapatkan pembinaan terhadap 
penerapan pessyaratan perizinan 
berusaha pada usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil perikanan sesuai skala 
uasaha da risiko 

Kab. 
Lampung 

Timur 

10 
Kelompok/unit 

usaha 

 Rp                               -  APBD 

  

15 Kelompok  Rp                     
200.000.000  

3 25 06 2.03   Penyediaan dan Penyaluran Bahan 
Baku Industri Pengolahan Ikan 

Tersedianya Bahan Baku Industri 
Pengolahan Ikan dan Jumlah 
Jumlah Konsumsi Ikan perkapita   

     Rp               200.000.000    

  

   Rp                  
2.600.000.000  

3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan ikan untuk 
konsumsi dan Usaha Pengolahan 
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Peningkatan Ketersediaan 
ikan untuk konsumsi dan Usaha 
Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kab. 
Lampung 

Timur 

40.000 ton  Rp               100.000.000  APBD 

stunting dan 
lomba masak 
ikan 

15 Kelompok  Rp                  
1.300.000.000  

3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku 
Usaha Perikanan Skala Mikro dan 
Kecil 

Jumlah Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Kab. 
Lampung 

Timur 

15 pelaku 
usaha/Kelompok 

 Rp               100.000.000  APBD 

  

15 Kelompok  Rp                  
1.300.000.000  
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          Urusan Pemerintahan Bidang 
Pertanian 

       Rp            3.300.000.000    

  

   Rp                
42.990.100.000  

3 27 02     
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN SARANA 
PERTANIAN 

Presentase rata-rata peningkatan 
populasi ternak 

24 kecamatan 12-15% 

             3.300.000.000,00  

APBD   12-15% 

                 
41.550.100.000,00  

3 27 02 2.01   
Pengawasan Penggunaan Sarana 
Pertanian 

Pengawasan sarana prasarana 
peternakan 

24 kecamatan 24 kecamatan 

                                  -    

APBD   24 
kecamatan 

                           100.000,00  

3 27 02 2.01 02 
Pendampingan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian 

Jumlah Pendampingan penggunaan 
sarana pendukung pendukung 
kegiatan Pertanian 

24 kecamatan 1 Laporan 

                                  -    

APBD   1 Laporan 

                           100.000,00  

3 27 02 2.03   

Peningkatan Mutu dan Peredaran 
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman 
Pakan Ternak Serta Pakan Dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Mutu bibit ternak yang meningkat 24 kecamatan 100% 

                                  -    

APBD   100% 

                     500.000.000,00  

3 27 02 2.03 01 
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, 
Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 
Kecil 

Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit 
Ternak, Bahan 
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 

24 kecamatan 12 Laporan 

                                  -    

APBD pengembangan 
SDM 

100 
kelompok 

                     500.000.000,00  

3 27 02 2.04   
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat 
Pengecer 

Pengawasan obat hewan di tingkat 
pengecer 

24 kecamatan 24 kecamatan 

                                  -    

APBD   24 
kecamatan 

                     250.000.000,00  

3 27 02 2.04 01 
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan 
Keamanan Peredaran Obat Hewan 

Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat 
dan Keamanan Obat Hewan Yang 
Beredar 

24 kecamatan 24 Laporan                                   -    APBD 

Pemeriksaan, 
pengawasan 

dan Pengadaan 
obat hewan 

24 laporan                      250.000.000,00  

3 27 02 2.05   

Pengendalian dan Pengawasan 
Penyediaan dan Peredaran 
Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 
Pakan Ternak dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan pengawasan dan 
pembinaan produksi benih/bibit pakan 
dan hijauan ternak 

24 kecamatan 100% 

                  50.000.000,00  

DAK dan 
APBD 

  100% 

                     800.000.000,00  
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3 27 02 2.05 06 
Pengawasan Produksi Benih/Bibit 
Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 

Jumlah Pengawasan Produksi 
Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan 
Pakan/Pakan 

24 kecamatan 12 Laporan 

                  50.000.000,00  

APBD 25 chopper (tani 
berjaya) 

12 Laporan 

                     800.000.000,00  

3 27 02 2.06   

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan 
Hijauan Pakan Ternak yang 
Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota Lain 

Penambahan jumlah ternak yang 
berasal dari daerah lain 

24 kecamatan 20000 ekor 

             3.250.000.000,00  

APBD   25000 ekor 

                 
40.000.000.000,00  

3 27 02 2.06 01 
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang 
Sumbernya dari Daerah 
Kabupaten/Kota Lain 

jumlah benih/bibit ternak yang 
sumbernya dari daerah 
Kabupaten/kota lain 

24 kecamatan 20000 ekor 

             3.250.000.000,00  

APBD   25000 ekor 

                 
40.000.000.000,00  

3 27 03     
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN 

Persentase rata-rata peningkatan 
populasi ternak 

24 kecamatan 3-5% 

                                  -    

APBD   4-6% 

                     120.000.000,00  

3 27 03 2.01   Pengembangan Prasarana Pertanian 

Peningkatan pengawasan prasarana 
dan database peternakan 

24 kecamatan 100% 

                                  -    

APBD   100% 

                     120.000.000,00  

3 27 03 2.01 02 
Penyusunan Peta Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan/LP2B 

Penyusunan Peta Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan/LP2B 

24 kecamatan 1 dokumen 

                                  -    

APBD   1 dokumen 

                     120.000.000,00  

3 27 04     

PROGRAM PENGENDALIAN 
KESEHATAN HEWAN DAN 
KESEHATAN MASYARAKAT 
VETERINER 

Persentase wilayah yang terkendali 
dari penyakit hewan menular 

24 kecamatan 90% 

                                  -    

APBD   90% 

                     620.000.000,00  

3 27 04 2.01   

Penjaminan Kesehatan Hewan, 
Penutupan dan Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit Hewan Menular 
Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Penyakit hewan menular ternak yang 
tertangani 

24 kecamatan 24 kecamatan 

                                  -    

APBD   24 
kecamatan 

                     200.000.000,00  

3 27 04 2.01 01 
Pengendalian dan Penanggulangan 
Penyakit Hewan dan Zoonosis 

Jumlah wilayah Pengendalian dan 
Penanggulangan Penyakit Hewan dan 
Zoonosis 

24 kecamatan 288 laporan                                   -    APBD 

Pelayanan 
terpadu 

kesehatan 
hewan dan 
vaksinasi 

288 laporan                      200.000.000,00  
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3 27 04 2.02   
Pengawasan Pemasukan dan 
Pengeluaran Hewan dan Produk 
Hewan Daerah Kabupaten/Kota 

Pengamatan, penyidikan, dan 
pengawasan penyakit menular ternak 
pada hewan 

24 kecamatan 24 kecamatan 

                                  -    

APBD   24 
kecamatan 

                     100.000.000,00  

3 27 04 2.02 01 
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan 
Keamanan Produk Hewan 

Jumlah Penilaian Risiko Penyakit 
Hewan dan Keamanan Produk Hewan 

24 kecamatan 24 laporan                                   -    APBD 

Penyidikan 
penyakit hewan, 

dan 
pengambilan 

sampel penyakit 
dan kesmavet 

24 laporan                      100.000.000,00  

3 27 04 2.03   

Pengelolaan Pelayanan Jasa 
Laboratorium dan Jasa Medik 
Veteriner dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengelolaan pelayanan jasa medik 
veteriner yang baik 

24 kecamatan 100% 

                                  -    

APBD   100% 

                     200.000.000,00  

3 27 04 2.03 02 
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik 
Veteriner 

Jumlah pelayanan jasa medik 
veteriner 

2 UPTD 12 laporan                                    -    APBD 

Operasional 
UPTD, 

Pelayanan 
kesehatan 

hewan, 
pengawasan 

RPH  

12 laporan                      200.000.000,00  

3 27 04 2.04   
Penerapan dan Pengawasaan 
Persyaratan Teknis Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 

Pengawasan Persyaratan teknis 
kesmavet 

24 kecamatan 24 kecamatan 

                                  -    

APBD   24 
kecamatan 

                     120.000.000,00  

3 27 04 2.04 01 
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan 
Produk Hewan 

Jumlah pendampingan unit usaha 
hewan dan produk hewan 

24 kecamatan 24 Laporan                                   -    APBD 

Fasilitasi NKV, 
pengawasan 
pemotongan 

pada hari besar 
keagamaan 

pada 24 
kecamatan  

24 laporan                      120.000.000,00  

3 27 06     
PROGRAM PERIZINAN USAHA 
PERTANIAN 

Cakupan usaha peternakan berizin  24 kecamatan 85% 
                                  -    

APBD   90% 
                     300.000.000,00  
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3 27 06 2.02   

Penerbitan Izin Usaha Produksi 
Benih/Bibit Ternak dan Pakan, 
Fasilitas Pemeliharaan Hewan, 
Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, 
Rumah Potong Hewan 

Peningkatan pelayanan penerbitan 
izin usaha peternakan 

24 kecamatan 100% 

                                  -    

APBD   100% 

                     300.000.000,00  

3 27 06 2.02 01 

Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha 
Produksi Benih/Bibit Ternak dan 
Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, 
Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, 
Rumah Potong Hewan 

Jumlah Penatausahaan Penerbitan 
Izin Usaha Produksi Benih/Bibit 
Ternak dan Pakan, Fasilitas 
Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit 
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong 
Hewan 

24 kecamatan 50 Dokumen 

                                  -    

APBD   50 Dokumen 

                     300.000.000,00  

3 27 07     
PROGRAM PENYULUHAN 
PERTANIAN 

Persentase peningkatan kualitas 
kelompok ternak 

24 kecamatan 6% 
                                  -    

APBD   7% 
                     400.000.000,00  

3 27 07 2.01   Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 
Peningkatan jumlah kelompok ternak 
dengan administrasi kelembagaan 
yang baik 

24 kecamatan 40 kelompok 
                                  -    

APBD   40 kelompok 
                     400.000.000,00  

3 27 07 2.01 02 
Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan Petani di Kecamatan 
dan Desa 

Jumlah Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan Petani di Kecamatan 
dan Desa 

24 kecamatan 40 unit 

                                  -    

APBD pendampingan 
asuransi dan 

pengembangan 
usaha ternak 
(tani berjaya) 

40 unit 

                     400.000.000,00  

          JUMLAH TOTAL        Rp         13.799.829.923    
  

   Rp               63.655.100.000  

 


